
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
ORGANISASI DAI{ TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

2.

b.

c.

d.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (21 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa urus€Ln w4iib dibidang
pelayanan dasar antara lain, di bidang Kesehatan maka
perlu dibentuk sarana/pras€rrana pelayanan kesehatan
dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
bahwa sebagai salah satu upaya mengoptimalkan kualitas
dan knrantitas pelayanan Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang
kesehatan, perlu dibenttrk Rumah Sakit Umum Daerah;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7
Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kasongan, sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan dan RSUD Mas Amsyar
Kasongan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar
Kasongan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Senryan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten la.mandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten hrlang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA2
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a18O);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

3.
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendah araarl Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
undang-undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang sistem
perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 1O4, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indensia Nomor 4a2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38l;
undang-undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5O721;
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244,Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang
Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang
Adminiitrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2g2,Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Badan l,ayanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502l;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang
standar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5O3);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (ftmbaran Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.

L4.

15.
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OOT tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82 Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

LT. Peiaturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2OO8 tentang Pembagian Unrsan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah I(abupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2008);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.,AN RAIffAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR
KASONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan-
2. Dewan Perwakilan n*ry"t Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelen ggtra Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan.
4. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah-
S. if"*"t, j"tit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah

Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada semria bidang dan jenis penyakit.

6. bir"ktgr Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur
adalah Direkhrr Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan.

T. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai
dengan fungsinya.

8. Xomite tUeaik 
"aaUf, 

kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri
dari ketua dan staf medik fungsional.

g. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter Sgl yang
bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab
kepada ketua Komite Medik.

10. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawatfbidan yang

anggotanya terdiri dari perawat dan bidan.
11. Sahran Pengawas Internal adalah Kelompok Pejabat Fungsional yang

berfungsi melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan
sumber daya Rumah sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan.

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan flrgasnya
berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka
kredit.
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13. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah
Mas Amiyar Kasongan yang meliputi Sekretariat, Sub Bagian, Bidang,

Sub Bidang, Kelompok Jabatan l\rngsional, Instalasi, Komite Medik,

Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Internal'
14. Badan Layanan Umum Daerah selanjutrya disingkat -BLUD, adalah

Instansi ditirrgturrgan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa

i.ri dijual tanpa mengutamakan mencari keuntrrngan dan dalam
*"trtrt *., kegiatannya didasarkan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

15. Pola fengelolaan- Keuangan badan Layanan Umum Daerah yang

selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang

memberikan neksiUititas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat 

- unhrk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam - rangka memajukan kesejahteraart umum dan
menterdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umuslnya.

16. badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut
BpJS Kesehatan, merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan
k6usus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai NgSeri

Sipil, Penerifua Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis
Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun
ralqyat biasa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD dengan nama RSUD Mas

Amsyar Kasongan.
(21 RSUD dibenhrk dan ditetapkan dengan Kelas C.
(3) RSUD dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. "
i+i pola Pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Kepuhrsan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagran Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) RSUD merupakan kmbaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan. z

iZi pSUO dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direkhrr
yang berada- di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(S) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Perahrran
Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
T\rgas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna
dan berh""il gurr" dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan
yang dilaksan-akan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan
yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
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c.
d.
e.
f.
ob'

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD

mempunyai fungsi :

a. pelayanan medis;
b. pelayanan penunjang medis dan non medis;

pelayanan asuhan kePerawatan;
pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
pelaksanaan penelitian, pengemba.n'ga'n, dan pemasaran;

pengelolaan ad*ini"trasi, keuangan, hukum dan kehumasan.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD terdiri atas :

a. Direktur;
b. Bagian Kesekretariatan, terdiri atas:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Humas;
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

c. Bidang Pelayanan, terdiri atas:
1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
2. Seksi Keperawatan.

d. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik terdiri atas:
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
2. Seksi Rekam Medik.

e. Bidang Keuangan, terdiri atas :

1. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi;
2. Seksi Verifikasi dan Anggaran.

f. Instalasi
g. Komite Medik
h. Komite Keperawatan
i. Staf Medik Fungsional
j. Satuan Pengawas Intern
k. K"lo*pok Jabatan l\rngsional lainnya sesuai kebutuhan.

Bagan struktur organisasi dan tata kerja RSUD sebagaimana tercantum
dalam Lampiran sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 7

Bagran Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
Kesekretariatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
Masing-masing Sub-Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang 6erada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagtan
Kesekretariatan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi lang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
Ketentuan *"rrg.rr"i jenis dan jumlah jabatan fungsional diatur lebih
lanjut dengan Peraturan BuPati.

(1)

{21

(1)

(21

(3)

(4)

(s)
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(21

(3)

(41

(s)

(6)

Bagian Kedua
Instalasi
Pasal 8

(1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan fungsional di
RSUD.
Instalasi mempunyai tugas membanhr Direktur dalam penyelenggaraan

pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinyc'. 
-

irrstatasi dipirnpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional di
bidangnya.
Kepala Instalasi ditetapkan oleh Direkttrr.
fepata Instalasi bertanggung jawab kepada Direkhrr melalui Kepala Seksi

dan Kepala Bidang masing-masing.
pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan
dan kemampuan RSUD.

Bagran Ketiga
Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Keperawatan dan Satuan

Pengawas Internal
Paragraf L

Komite Medik dan Staf Medik F\rngsional
Pasal 9

(U Komite Medik dipimpin oleh Kehra Komite Medik yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur-

(21 Komite tUeait mempunyai tugas membantu Direkhrr dalam menJrusun
Standar Pelayanan 

- Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan
etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional,
dan mengembangkan progra.m pelayanan-

(3) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur.
i+i Komite Medik dapat dibanhr oleh Panitia atau Kelompok Kerja Khusus

untuk memperlancar tugas yang anggotanya terdiri atas Pejabat Medik
Fungsional dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Direktur.

Pasal 1O

(1) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis,
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningka-tan dgn pemulihan
k"*Jh"tarr, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan, serta
penelitian dan pengembangan.

(21 b"t"* melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan
berdasarkan keahlian.

(g) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang kehra yang dipilih
oleh anggota kelomPoknYa.

(4) Ketua kilompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan
Direktur.

Paragraf 2
Komite Keperawatan

Pasal 1L

(1) Komite Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direl<tur-

(21 Komite Keperawatan mempunyai hrgas membantu Direktur men)rusun
Standar kiperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan
pembinaan etika profesi keperawatan.
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(3)
(4)
(5)

Ketua Komite Keperawatan dipilih dari Pejabat Perawat F'ungsional'
Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direkhrr'
Komite Keperawatan dapat dibantu oleh Panitia atau Kelompok Kerja

Khusus un-tuk *"*perlarrcar tugas yang anggotarrya terdiri atas Pejabat
perawat Fungsional- dan Tenaga Profesi lainnya yang dibentuk dan

ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Intern

Pasal 12

(l) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) batuan pengawas Internal bCrtugas membantu Direktur dalam
melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan sumber daya

RSUD.
(3) Kepala satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur.

t+i Saiuan Pengawas Internal dibenhrk dan ditetapkan oleh Direlitur.

Bagian KeemPat
T\rgas Pokok dan Fungsi Unit Kerja

Pasal 13

T\rgas pokok dan tungsi unit kerja di lingkungan RSUD diatur lebih lanjut
dengan Peraturan BuPati.

BAB V
POLA PENGELOI,,AAN BLUD

Pasal 1"4

(1) BLUD dipimpin oteh Pimpinan BLUD. /
(21 Pimpinan BLUD dijabat rangkap oleh Direkfin /
igi fimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan

Keputusan BuPati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

(U RSUD dalam melaksanakan teknis
hubungan koordinatif,.kooperatif dan
I(abupaten Katingan. /

pelayanan kesehatan memPunYai
fungsional dengan Dinas Kesehatan

(21 RSUD dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan
jaringan pelayanan terkait dengan pihak Tain- z

mempunyai hubungan

Pasal 16

Direktur berkewajiban memberikan petur{uk, bimbingan dan melaksanakan
pengawasan terhadap pekedaan pada unit kerja di lingkungan RSUD dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peratrrran
perundang-undangan yang berlaku apabila ada penyimpangan.

Pasal 17

Semua unit keda di lingkungan RSUD dalam melaksanakan tugasnya w4iib
menerapkan prin"tp koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipatif,
penrbahan berkelanjutan dan berorientasi kepada pelanggan.
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Pasal 18

Semua pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD berkewajiban menjadi

teladan 
- dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan

bimbingan.

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan RSUD wajib menyampaikan
laporan-p"1"k*"rrran ttrgas secara berkala dan tepat waktu.

(21 Setiap laporan yang ditJrima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib
diolah dan diperg.*rt "r, 

sebagai salah satu bahan pen5rusunan laporan

lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
(3) Setiap ldporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain

yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja'

Pasal 2O

(1) Setiap unit kerja mengadakan rapat berkala dalam rangka koordinasi dan

pemberian bimbingan kepada bawahan.
(2) betiap pimpinan ,rrit t"4a wajib mengaw€.si bawahannya dan mengambil
' ' fangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku apabila ada pen5nmpangan'

Pasal 21

Tata hubungan kerja antar unit kerja di lingkungan RSUD diahrr oleh

Direktur.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal22

(U Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah.

(21 Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah-

(3) pejabat-pejabat lainrrya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan
sesuai dengan perattrran perundang-undangan.

(4) Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

iSi Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb.

iOi fepafa Sub Bidang dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon

IVa.
(Zl Kepala Instalasi, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan,

KeluaStaf Medik fungsional, dan Ketua Satuan Pemeriksaan
Internalmerupakan Jabatan Non Strrrktural.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 23

Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasong€ul dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)'
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah

fabipaten Katingan Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit UmLm Daerah Kasongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dierah ini denfan penempatannya dalam Lembaran Daera]r Kabupaten
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal',.Z? APril 2015

Diundangkan di Kasongan
Padat"rggul ,28 nPrit 2016

KABUPATEN KATINGAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 20T6 NOMOR 5I

NOiTUG PERDA KABUPA?EN KAfINGAN PROVINSI KAL]MANTAN TENCAH I5Z/2015
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PENJEI,ASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAS AMSYAR KASONGAN

I. UMUM
RSUD Mas Amsyar Kasongan merupakan rumah sakit milik Daerah

dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
sehingga harus senantiasa ditingkatkan dalam semua aspek pelayanan

tceselia:tan, baik kelembagaan, sumber daya manusia serta aspek-aspek
pelayanan kesehatan lainnya, agar mampu memberikan pelayanan
kesehatan seoPtimal mungkin.

Dari aspek kelembagaan pada saat ini RSUD Mas Amsyar Kasongan

merupakan itumah SakiiUmum Daerah yang berkedudukan sebagai Unit
pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, sehingga perlu
ditingkatkan kedudukannya menjadi Lembaga Teknis Dinas berbentuk
Badan, menuju rumah sakit yang mandiri dan mempunyai daya saing

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat'
Dari aspek kemampuan memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, berdasartan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6591

Menies/SK.lWl2oOS Tanggal L6 Juli 2OO8, Tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan lata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kasongan, p"d" saat ini RSUD Mas Amsyar Kasongan telah menjadi
rumah sakit kelas C.sehingga berdasarkan ketentrran peraturan
perundang-undangan yang mengatur Rumah Sakit Umum
baerahserta Perattrran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2OO8

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan
yang mengatur kelembagaan RSUDKasongan sudah tidak sesuai lagr.

Atas d""ar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan
peraturan Daerah Kabupaten Katingan yang mengatur kelembagaan
RSUD Mas Amsyar Kasongan, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan
masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
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Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 1O

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

.l-aringan pelayanan terkait dengan pihak lain adalah Badan
pelayanal iaminan Sosial Kesehatan (BPJS) maupun Rumah Sakit
lainnya.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Semua unit kerja di lingkungan RSUD Mas Amsyar kasongan harus
menerapkan prinsip partisipatif, perubahan berkelanjutan dan
berorientasi kepada-pelanggan, hal ini dalam rangka mengantisipasi
tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, serta
senantiasa *et gutamakan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan

dan/atau pasien).
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal L9

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 32
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